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NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

' SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
. HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DI KABURATEN SANGGAU

N i TAHUN 2011

> 4

189



Menimbang

Mengingat

Ead

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SANGGALU,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pengalihan pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah
Kabupaten Sanggau;

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau, maka dalam pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bagian dari Pajak
Daerah Kabupaten Sanggau perlu disusun Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Sanggau;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat |l di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2758);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1881 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 3312 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 3569 );

N

Undang-Undang Nomoar 17 Tahun 2003 tentz;ng Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembarar.Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

43B89);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan -Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-UUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

;Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah §omor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 |)Fahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di
Daerah ( Lembparan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 );
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20086

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tenta.ng Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan l.aporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampaiannya.

19, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN;:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

il

2
38
4

Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
Pemerintah Daergh adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau;
Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;

Dinas Pendapatan Pengeloiaan Keuangan dan Aset Dasrah Kabupaten Sanggau, yang
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sanggau yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di
Kabupaten Sanggau;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sanggau;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah
pajak yang dikenakan atas perolahan hak atas tanah dar/atau bangunan;

Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bgngunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah darf/atau bangunan oleh orang pribadi
atay Badan;

Hak atas Tanah dan{atau Bangunan adalah hak atas\tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksufi dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan; P /

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan raturan rundang-
perpajakan daerah; < o o i
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang
diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenal Hak atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang, yang selanjutnya disingkat PPAT / PL
adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau adalah Kantor yang membidangani urusan
pengelolaan data base pertanahan di Kabupaten Sanggau;

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk ménerima. menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada DPPKAD;

Bank dan/atau Bendahara Penerima DPPKAD Kabupaten Sanggau adalah pihak yang
ditunjuk menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

Dokumen atau Akta terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen atau akta yang menyatakan telah terjadinya peralihan dan perolehan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen atau akta ini dapat berupa Akta Jual
Beli, Akta Hibah, Surat Keterangan Waris, Risalah lelang, Surat Keputusan Pemberian
Hak atas Tanah dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum;

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB,
adalah surat yang oleh Waijib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumiah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif,
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumliah pajak
yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah
surat ketetapan pajak yang rnenentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang;

Surat Tagihan_ Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
meiakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda:;

)
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Walib Pajak;

Akta Pemindahan Hak atas Tanmah dan/atau Bangunan adalah perbuatan hukum /
peristiwa hukum peralihan dan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dar satu
pihak ke pihak lain;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Waijib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

-

harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan
BPHTB.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Prosedur perhitungan dan pembayaran BPHTB;
Prosedur penelitian SSPD BPHTB;

Prosedur pelaporan BPHTB;

Prosedur penagihan;

Prosedur pengurangan,;

cooow

Prosedur perhitungan dan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a adalah prosedur perhitungan dan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh
Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah

prosedur verifikasi yang dilakukan Dispenda atas kebenaran dan kelengkapan SSPD
BPHTB dan dokumen pendukungnya.

Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah
prosedur pelaporan realisasi peneiimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

Prosedur penetapan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d adalzah prosedur penetapan STPD, SKPDKB atau
SKPDKBT dan Surat Teguran yang dilakukan oleh DPPKAD.

Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e adalah prosedur penetapan persetujuar/penolakan atas pengajuan
BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak. V! il |
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Pasal 3

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal -2,
DPPKAD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

a. fungsi pelayanan,

b. fungsi data dan informasi; dan

c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan
interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam
proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk
mengelola data base terkail objek pajak.

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertugas
untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan

dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB lli
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BPHTB

Pasal 4

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
. Jual beli; ..
Tukar menukar;
Hibah;
Hibah wasiat;
Waris;
Pernasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
Penunjukan pembeli dalam lelang;
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
Penggabungan usaha;
Peleburan usaha;
Pemekaran usaha; atau
. Hadiah;
Pemberian hak baru;
Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak; atau

[+}]

op3TRTTT@~epow

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. hak milik;

b. hak guna usaha;
¢

d

e

T8

N

hék guna bangunan,

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pangelolaan; -

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau bangunan

adalah objek pajak yang diperoleh: o

a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan azas periakuan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;
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c. badan atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain

dengan tidak adanya perubahan nama;

orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

N0

Pasal 6

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud
ayat (2) adalah nilai perolehan objek pajak Tanah dan/atau Bangunan diatas NPOPTKP.

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertaima
Perhitungan dan Pembayaran BPHTB

Pasal 6

Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang
blankonya disediakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau.

Blanko SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari atas 5
lembar, dengan perincian sebagal berikut:

- Lembar1 : Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran.

- Lembar2 : Untuk PPAT / Notaris / Ka.Kantor Lelang / Pejabat Lelang.

- Lembar3 : Untuk Kantor Pertanahan

- Lembar4 : Untuk DPPKAD Kabupaten Sanggau.

- Lembar5 : Untuk Bank yang ditunjuk / BKP DPPKAD Kab. Sanggau

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD
BPHTB.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh, Wajib Pajak melalui
Bank Kal — Bar Cabang Sanggau atau Bendahara Penerimaan pada DPPKAD Kab.
Sanggau

Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana terca/ntum dalam
lampiran | yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bentuk, Isi dan Tata cara pengisian Form SSPD BPHTB oleh Waijib Pajak adalah
sebagaimana tercantum dalam lanipiran | yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

-
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Bagian Kedua
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan DPPKAD.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB,; dan

b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Jika diperiukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pemeriksaan lapangan. ‘

Bentuk isi dan Tata cara penalitian SSPD BPHTB oleh Fungsi Penelitian DPPKAD adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

tni.

Bagian Ketiga
Pelaporan BPHTB

Pasal 8
Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKAD.

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk membserikan informasi tentang realisasi penerimaan
BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 9

Fungsi Pembul'<'t‘1:a-;'1 dan Pelaporan DPPKAD menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan
dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD dan/atay PPAT
dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang. ‘

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKAD menerima laporan penerimaan BPHTB dari
Bank dan/atau Tempat Lain yang Ditunjuk dan/atsu Bendahara Penerimaan paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKAD menerima laporan pembuatan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT dan/atau Notaris dan Pejabat

Lelang paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bentuk isi dan Tata cara pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

l Baglan Keempat
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 10

Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum atau kurang
dibayar oleh VWajib Pajak. v

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat— (1) dilaks=nakan meialui
penetapan STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

STPD darvatau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperiukan.
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Bentuk isi dan Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Baglan Kelima
Pengurangan dan Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 11

Untuk keperluan investasi dan/atau dalam hal-hal tertentu objek pajak, Bupati dapat
memberikan pengurangan pajak terutang BPHTB.

Pengurangan pajak terutang BPHTB dalarn hal-hal tertentu objek pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada :

a. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah
wasiat / pemberian hak pengelolaan diberikan pengurangan sebesar 50%.

b. Kondisi tertentu Waijib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:

1.

WP orang pribadl yang memperolsh hak baru melalui program pemerintah
dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis

diberikan pengurangan sebesar 75%.
WP Badan yang memperoleh hak baru selain HPL dan telah menguasai tanah dan

atau bangunan secara fisik leblh dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat
pernyataan WP dan keterangan dari pejabat setempat, diberikan pengurangan
sebasar 50%.

WP orang pribadi yang memperoleh halc atas tanah atau bangunan Rumah
Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Susun Sangat
Sederhana” "(RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara
angsuran dibarikan pengurangan sebesar 25%.

WP orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat
ke bawah diberikan pengurangan sebesar 50%.

c. Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:

g

~

5.

WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi
pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP PBB diberikan pengurangan
sebesar 50%.

WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai penganti atas tanah yang
dibebaskan oleh pemasrintah untuk kepentingan umum diberikan pengurangan
sebesar 50%.

WP Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan monetper yang berdampak
luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga WP harus melakukan
restrukturisasi usaha dan atau utang sesuai dengan kebijakan Pemerintah
diberikan pengurangan sebesar 75%.

WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi
seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti:
kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara
yang terjdi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan
akta diberikan pengurangan sebesar 50%.

WP orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, purawirawan TNI,
pumawirawan POLRI, atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan
atau bangunan rumah dinas pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75%.
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6. WP Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak
atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota
KORPRI/PNS diberikan pengurangan sebesar 100%.

7. WP badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan
induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi diberikan pengurangan sebesar 50%.

8. WP yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan
rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui
program pemerintah dibidang pertanahan diberikan pengurangan sebesar 100%.

d. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang
semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk rumah ibadah, panti
asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang ditujukan untuk tidak mencari
keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat diberikan
pengurangan sebesar 100%.

Pasal 12

Fengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi
Pelayanan DPPKAD untuk ditaliti.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang
tidak terpisahkan dari Pératuran Bupati ini.
BAB V
FASILITASI

Pasal 13

Kepala DPPKAD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,
menyempumakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi
untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

]
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
‘nernatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI SANGGAU,
TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 4 April 2011

' Sekretaris Daerah Kab, Sanggau
- | TrD = 1‘.",_5..___;1*

Rre, ¢, ASPANDI
NIP. 19530610 197803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 11

P

/ﬁ"Untuk salinan yang sah sesuzi dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kab. Sanggau

)
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I

| Drs. C. ASPANDI / \
|

|
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{

NIP. 19530610 197803 1 008
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOWOR 11 TAHUN 2011
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau telah membuat Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau. Didalam
Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa jenis pajak baru yang salah satunya adalah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB). BPHTB adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

BPHTB bukan merupakan pajak yang murni baru bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau,
karena merupakan pengalihan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten
Sanggau. Pengalihan penarikan BPHTB Ini dimasudkan untuk meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau karena seperti diketahui hasil penerimaan
Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap
Anggaran Pendgpatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarnggau. Sebagian besar
pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat yang dalam banyak hal dana alokasi
dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran
Daerah. Oleh karena itu, dengan pemberian peluang untuk mengenakan pungutan pajak
baru di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Sanggau membuat Peraturan Bupati yang memuat ketentuan-
ketentuan teknis dalam penarikan BPHTB di Kabupaten Sanggau. Ketentuan teknis ini
diharapkan dapat menjadi acuan buat pelaksanaan tugas dalam penarikan BPHTB,

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 . Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup jelas.
Pasal 4 :» Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 1 Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 . Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 » Cukup jelas.
Pasal 156 : Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11

2C 1
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Lampiran | : PERATURAN BUPATI SANGGAU

A.

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAR DAN BANGUNAN D! KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BPHTB

GAMBARAN UMUM

Prosedur perhitungan dan pembayaran BPHTB adalah proses perhitungan nilai BPHTB
terhutang yang dilakukan oleh penerima hak atas tanah dan/atau bangunan, dibantu
dengan PPAT yang dilanjutkan pembayaran BPHTB pada Bank atau Bendahara

Penerimaan DPPKAD.

Dalam prosedur ini penerima hak atas tanah dan/atau bangunan dibantu dengan PPAT
melaksanakan partitungan sendiri BPHTB terhutang berdasakan pada nilai transaksi atau
NJOP atas tanah dan/atau bangunan tersebut, selanjutnya penerima hak atau kuasanya
dari tanah dan/atau bangunan melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke
rekening kas daerah baik secara tunai atau transfer melalui Bank dan/atau secara tunai
melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD. Dalam hal pembayaran melalui transfer maka
pembayaran baru dapat diakui jika dana yang ditransfer sudah masuk kedalam rekening

kas daerah.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam perhitungan dan pembayaran BPHTB adalah sebagai
berikut :

1. Wajib Pajak BPHTB (penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara
kedua belah pihak (yang menyerahkan hak dan penerima hak). Dokumen pendukung
ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat warig, kwitansi
dan lain-lain yang pada dasamya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan..Dokumen ini juga dapat disertai dengan
dokumen pendukung lainnya.

2. Wajib Pajak BPHTB baik sendiri atau dengan bantuan PPAT, berdasarkan data atau
aokumen yang ada melakulkan perhitungan BPHTB yang terutang. Hasil perhitungan
diisi dalam belanko SSPD BPHTB yang diterima dari DPPKAD, kemudian
ditandatangani. SSPD BPHTB merupakan, surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetéran pajak BPHTB yang terutang ke Bank
dan/atau Bendahara Penerimaan’DPPKAD.

3. Dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Bank
dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD, Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB
kepada Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD, mengisi Bukti Penerimaan
BPHTB (BPBPHTB) yang disediakan dan pada saat yang bersamaan Wajib Pajak
kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan DPPKAD.
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4, Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD menerima SSPD BPHTB, BPBPHTB
dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, kemudian memsriksa
kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang
dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

5. Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD menandatangani serta mengecap
SSPD BPHTB dan BPBPHTB, membukukan penerimaan setoran BPHTB dengan
nomor dan tanggal kas penerimaan serta melakukan validasi pelunasan pembayaran
pada lembaran form SSPD BPHTB. Pihak Bank darvatau Bendahara Penerimaan
DPPKAD akan mengambil dan menyimpan lembaran 3 foorm SSPD BPHTB dan
menyerahkan lembaran 1, 2, 4 dan 5 serta arsip BPBPHTB kepada Wajib Pajak.

6. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar lembaran 1, 2, 4 dan § dari Bank
dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD serta arsip BPBPHTB dan kemudian
melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi
Peiayanan di DPPKAD.
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Lampiran Il : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi
kelsngkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercanturn dalam
SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran
BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melalui Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan DPPKAD. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di
DPPKAD. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka
Fungsi Pelayanan DPPKAD akan menandatangani serta memvalidasi form SSPD
BPHTB.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam penelitian SSPD BPHTB adalah sebagai berikut :

T

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan

untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

a. SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) dan
telah di cap oleh Bank dan/atau Bendahara Penerima Dispenda.

b. Bukti Penerimaan BPHTB (BPBPHTB), ‘

c. Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin
Mengemudi/ Paspor);

d. Surat Kuasa dari Waijib Pajak (dalam hal dikuasakan);

e. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal
transaksi waris;

f. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

g. Kwitansi Pembelian;

h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan;

Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD
BPHTB yang disertai dengan SSPD BPHTB dan dokumen pendukung kepada Fungsi
Pelayanan.

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, kemudian mengklarifikasi data
objek pajak tersebut berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB
yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form
Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Fungsi Pengolahan Data & informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi
Pelayanan dan kemudian memberikan data yang dibutuhkan dar sistem database
objek pajak. Data tersebut dituliskan dalam form pengajuan data dan diserahkan
kembali kepada Fungsi Pelayanan.

Fungsl Pelayanan menerima Form Pengajuan Data tersebut untuk Kemudian
melakukan perneriksaan kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan
dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak darl Fungsi
Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, Dispenda berhak melakukan
penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata
cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.
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5. Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan memvalidasi
SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 4, dan 5), mengarsipkan SSPD BPHTB (lembar 2)
sebagai dokumentasi serta SSPD BPHTB (lembar 1, 4 dan 5) kepada Waijib Pajak.

6. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 4 dan 5) dari Fungsi Pelayanan.

C. BAGANALIR

Urian Fugs Poyanan T

|1, Wajb Pajak selsku penerima hak menyiapkan
" dokesmen terksit peneliian SSPD-BPHTB, Wajb Pajak
ikemudian mengaickan  Fommuir  Permohonan
“IPenetitan SSPO-BPHTB yang diampini dengan
<ISSPD-BPHTB fembar 1, 2, 3, dan 4, dan dolumen
" Ipendulung lainnya ke Fungsi Pelayanan.

42, Berdasarkan Fomnulr Permohonan Peneftian
"{SSPD-BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan
~“{mengajukan data lorkait objek pajak kepada Fungsi
*+{Pengoizhan Dsia & Informasi dengan menggunakan

1Form Pengajuan Data. : .
I P,“ﬂ— PR 'CINM(
o B E il

.13, Fungsi Pengolahan Data & Informasi menyediakan
{dsta terkait objek pajak dengan membuka databese ,
“{objek pajak. 1 » 7 Peaypm Doa

Fam Teal Oyt
"4, Fungsi Pengolhan Data & fomas g daa . 5':"(?.(1}* i
{objek pajek pada Fom Pengajusn Dala. Fungsi LA
-{Pengolahan Data & Informasi kemudian menyerahian
-{Form Pengajuan Data kepada Fungsi Peloyanan. rﬁ\

5. Fuxs Pelayanen menelfi SSPOSPHTB an
angiarion pnon etsaten s otk
:|pajak yang diterima dani Fungsi Pengolahan Data &
“{Informesi,

3

- {B. Fungsi Pelayenan menandatangen! SSPD-BPHTB
‘{dan menyerahkannya kepada Wajb Pajak

209
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CONTOQH FORM rENELITIAN SSPD BPHTB, FORM PENGAJUAN DATA DAN FORM

OBJEK PAJAK.
FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB
Lampirdn ¢ 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Kepada Yih,
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah Ini :
Nama Waiib Pajak d
NPWP B ) T A B T )

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan
sebagal berikut :

NOP 1 L3 iy T ] LT 3 Al § [

Alamat

Desa/Kelurahan
Kabupoten/Kota

Terlampir dokumen sebagai berikut :
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksl Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti

Penerimaan Daerah (BPD)*)
(2) Fotokop! SPPT atau STIS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukil Pembayaran PBB
lainnya Tahun .......... Joensed)
(3) Fotokopl Identifas WaIb-PQjak BEIUPA .....civvieemieriiceceiiiieneeenririnrnnererreeeereerereesnassseseenes
(4) Svrat Kyasa dar Waljib Pajak **)
(5) Fotokopl identitas Kuasa Wajlb Pajak **)
(6) Fotokopi Kartu NPWP

(7) -------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian disampaikan untuk dcqu dilokukan peneliticn SSPD-BPHTB.

Keterangan: - .20
E) coret yang tidak peru Wajlb pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
o) dalam hal dikuasakan

‘s

PENELITIAN

Setelah melakukan pemeriksaan don penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pgjak,
ARrgANdRbORInWG!

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPR-BPHTB telah sesuqi

- Nilal BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuaii

- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

20
Fungsi Pelayanan
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Dergan honrt,,
Shubungan dengan proses penditian SSFD-BPHIByang sedang berjalan, denganini kami menggjukan

permintaan dataterkat perdehan hak bumi da/atau bangunan atas
NemaW\gjib Paak :
NP\P | O O O

Sertadata dbjekpgak atas
NomorChjekPgakNCR) | | | [ [ | [T T J LI T 1 LITTLITTI O

At s perhat ion dan kerjasmanya ki menguesian terimakash

Fungs pelayaran
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BRI =
p DATACBEKPARK
Dengan Homet,
Dibaash ini merupsien data yang anda butuhian ddam proses penditian SFDEFHTB yatu:
1. NamaWsib Paiak -
2 NP CELT T (ST ] £

3. Rerolehan Hak Selama Tehun Bajdan:

aNoror Cjekriekvad [ ] [ ] [T 1] [TT] [LIT][CITT] [

5. Lefaktanatv bengunar

6. KelurahaVDesa 7.RIIRN
8. Kecarratan 9 kabupaeviota
- Fenghitungan NCPHEB el e
Luas NCPRB/ m?
Uraian (Clid kestansh dan daubangunan | - (O berdssarkan SPTFEBtawn WsxNIPEB/ nt
yarg haaya terjadnyn
' dperoieh) perolehan hak/ tehun.....)
v, Tench (bumi) 7 m o 1R
Bangunan 8 m 10 12IR
NICPRB 13R
Smogadatain dapat bergunadd am proses penditian SFDEFHIB Tarimakash
V.4)
Fungd Rengalolaan Deta
- & Irfomed
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; PERATURAN BUAPTI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/
Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta
Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari
Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam pelaporan BPHTB adalah sebagai berkut :

1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

a.

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB
lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang
melalui mekanisme penystoran ke rekening penerimaan kas daerah. -

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit
dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3.

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara
Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening

penerimaan kas daerah.

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk.
Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku
Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan
BPHTB ke dalam Register STS,

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikén Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan Arsip BPBPHTB ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang
dilampin dengan Arsip BPBPHTB.

2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalul Bendahara Penerimaan DPPKAD.

a.

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD
BPHTB lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak
secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bendahara penerimaan mencatat
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara
Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB.
Bendahara Penerimaan mengarsip SSFD BPHTB lembar 3.

“hy,
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d.

-

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan Arsip BPBPHTB, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta

Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri
dengan Arsip BPBPHTB, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

a.

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD

BPHTB lembar 5 dari Wajib Pajak.

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan,

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. Pelaporan Realisagi PAD

a.

Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTR lembar 6, Buku
Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan renerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wi o
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menyusun Laporan Realisasi PAD.

9"4|



PANDUAN PE RAN PE
Diluar Tabe! .
Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh:
Octavianus, SH, atau Birgitla, SH.
Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.
NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.
Daerah Kerja : Kabupaten Sanggau
Kabupaten . Sanggau
Bulan : Bulan bersangkutan
Tahun : Tahun bersangkutan i
Didalam Tabel
Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta. pengisian menggunakan angka. Contoh:
tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 — 10 -2011.
Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh:
John beralamat di JI. Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-
045.000 ditulis; John (baris 1), J. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya),
49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).
Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti
kolom &).
Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.
a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
- Hak Milik =M
- Hak Guna Usaha =
- . Hak Pakai =P
""" “Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan
Kemayoran Utara
Ditulis:
- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan sebagian)
o. Apabnla tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk pajak
yang bersangkutan berikut persilinya atau nomor dan tanggal alat
bukti hak yang bersangkutan.
Contoh  : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak
tahun 1860 — 1664
Ditulis : V.l No 47/465 tahun 1960 — 1984
Contoh  : Petuk Pajak C. No 395 Blok I1.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok I1.D ps.30
Kolom 8 : Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

Kolom 9 dan 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

kelurahan/desa yang bersangkutan.

: Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dlallhkan/dlperolerlbebani

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan lantai dasar
seluas 50 m? dan lantai satu seluas 25 m.

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

. Diisi harga yang sebenamya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis  : 100.000.000

. Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01
Ditulis : 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah
sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

. Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi

NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.
Contoh 1 : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT

(NJOP sebagal dasar pengenaan PBB) adalah Rp.
250.000.000 '

275
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C. BAGANALIR

1. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar §, Bank yang
Ditunjuk menerbitkan Mota Kredit atas penerimaar
IBPHTB dari Waj!b Pajak.

2 Bank yang Diunjuk menyerahxan Nota Kredit ke
[Bendahara Penerdmaan.

[3. Berdasarkan SSPO-BPHTB lembar 8, Bank yang
iDitunjuk membust Reglister SSPD-BPHTB.

4. Bank yang Ditunjuk mernberdkan SSPO-BPHTB lembar
dan Register SSPG-BPHTB ke Fungs! Pembuksan dan
elspodin.

. Sermentata itu, Bendahara Penerimsan menerima
PD-BPHTB lambar 5§ dan lembsar 8 atas penerimasa
ran BPHTB secsra imnal

. Bendahama Penerimaan mencatat penerimsan dalam
ku Penerimaan & Penyetoran dan membuat Registor
PD-BPHTB berdasarkan SSPO-BPHTB lembar 6.

7. Bendahars Penerimaan kemudian menyecshiea
Reglister SSPD-BPHTB yang dilampld dengan SSPD-
PHTB tembar 6 ke Fungsi Pembukusn dan Pelaporan.

Sedangkan atas penerimaan Nota Kredit darl Bank
rang ditunjuk, maka Bendshara Penerimaan (mencatat
penorimaan  BPHTB  dalam Buku Penerdmaan &
{Penyetoran dan Register STS.

9. Bendahara Penerimaan kemudlan menyerehkan Buku
iPenerimaen dan Penyetoran beserta Register STS
fkepeda Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

10. PPAT menadma SSPO-BPHTB lembar 2 daa
meaylapkan Laporan Penaerbitan Akta Pemindatan Hak
istas Tanah darvatau Bangunan.

11. PPAT memberkan Laporan Penerbitan Akta
[Pemnindahan Hek atas Tansh dan/atau Bangunan ke
[Fungs! Pembukuan & Pelaporan.

12. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen
berupa Register SSPD-BPHTB, SSPO-BPHTB lembar 6,
[Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, daa
Leporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak stas Tanah
dan/atau Bangunan.

13. Berdssarkan dolumen-dokumen tersebut, Fungsi

[Pembukuan & Pelsporan menyusun laporan reeftsesi

{ A, B, C, & D dar fuagsi-fungs! yang lain }

PADY
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D. CONTOH LLAPORAN
LAPORAN PENTR TAN AKTA OLEH PPAT
1T - TS STAHA
Nama PPAT Fin, 50, MB i Ee ol Kepada Yth.
Alamd D P b Ao D] Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Den Aset Dearah
NEVWREE T T e N A $ Kahupaten Sanggaut
2 - S SO 4
AY
AKTA NAMA, ALAMAT, DAN NPWP MY | Hesea FETRR P SSDEPHTB
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